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BUPATI BATANG

PER4TUtsAI{ FUPATI BA]|ANA
NOMOR3g TAHUN 2013

TEITTANC

PENI:DLENGGARAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHI''L{'T TUEAN YANG MAHA ESA'

BUPAT1 BATANG.

a. bahwa dalam rangka melaksenaken Pasa.l 7 Undang-
Undalg Nomor 14 Ts}lu'l 2008 tentang Keterbuk€an
InJormisi Publilq Badan Publik mempuayai kewa'jiban
nenyediakan. memberikan dBn/atau menerbitkan informasi
pubitk sesual kewenangannya kepada penggr'rna LrJormasi
publik, selain idorrnasi ya:rg dikecualikan;

b. bahwa untu-k memberikar pelaya::an informasi -publik
Pemerintah Kabupaten Bataag kepada Pengguna mlolfnasl
pubLik, perlu diselirrggarakal pelaya::an ir:formasi publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbaagaa sebagaimala dimaksud
dalam hu'uf a dan huruf b, perlu menetaPkan Peraturan
B!1pa!i teqtara PeBvelcnggaraan P€layanan Infermasi Publik
Pemerintah KabuPaten Bat ng;

1. Pasal 18 ayat (6) UndanB-undatrg Dasar Negara Republik
lndonesia Tahun 1945;

2. Unda:rg-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tent6ng
Pembentulcan Daera-h Tingkat II Batang ( t embara4 Negara
Republik lndonesia Tahr:r 1965 Nomor 52, Ta:nba-han
lembaran Negera Republik Indonesia nomor 2757J;

3, Undaag.Undang Nomor 32 Tahu:: 2OO4 tenta,g
Perneri:rtatran Daerah fi-embaran Nega-ra Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembalail Negara
Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengaa Undang-Undaag Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Utrdarrg-
Unda-ng Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerint€Ian
Daerah (I*mbaran Negara RePublik Indonesia Tahur 2008
Nomor 59, Tambahan Lembararr Negara Republik lndonesia
Nomor 48441i



4, Undang-Unda:rg Nomo! 11 Tahun 2008 tent€lg Informasi
da:r Tiansaksi EleL-tronik (kmbara:r Negara Republik

Indapqsia Tahun !008 Norqql 58, Ta:pbahaa Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

Undanq-Undane Nornor 14 Tahun 2008 tentang
Kererbikaan Iiormasi Publik [,embara:: Negara Republik

Irdsnesia Ta!.l4 ?q0E Nq4o! 61, Te+lbah+r -Le-mbaralt
Negara Republik lndonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahu! 2009 tentarrg Pclayallrr
puUlt ltrmUaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahal kmbaran Negara RePublik
indonesia llomor 5038)l

undans-undans I'lorqor 43 Tdrq ?049 lent4ru lGa{sipan
(L€mbara,1 Negari Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor

isz, tan b"han L€mbatan Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentEng
perubatra.n batae v{1ayah Kotamadya Qaerah Tingkat 11

Peka]ongan, Kabupaten DaeFh Tingkat iI Batang
(Lembara:r Negara Republik lndonesia Tahun 1988 Nomor
42, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3 381);

Perarurar Pemerintah NoEoor 61 tahr:ll 2010 tintang
P.lalsaraan Undaag-undang Nomor t4 rahun 2008 tentarg
!(elerbukcea hfqr4eg! PubLk(lembR{en Nesar. e Rcpublik
Indonesia tanun 2010 nomor 99, ta-obahan lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 35 Tahul 2010
tentang Pedoma-n Pengelolaan Pelayanan ln-formasi dan
Dokurienta$i di LiagkuagaJt Kelxentetian Da.lam Negeri da:]
Pemerintaian Daerah;

Peraturar Menteri Komunikasi dan lnforoatika Nomor 10
Tahun 2010 Tentaag Pedomaa Pengelolaar Informasi.
dar Doku.srentasi di Lingh:agan Kementetian Komulikasi
dan lnforma dka;

Perahr.an Menteri Komunikaei dar Inforrnatika Nomor 22
Ta-hur 2010 Tentang Sbndart Pelayanan Minimal
Bida::g Komr.urikasi dan InJormasi di Kabupaten/Kota;

Peraturan KoBisi Inforoasi Nomor 1 Tahun 2010 tentarg
Standar Laya:ran Informasi Publik;

Peraturar Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Prosedui Penyelesaisn Sengketa Inforuoasi Publil(i

6.

7.

8.

9.

10.

11.

t2.

11.



MEMUTUS(AN :

PEMTURAN BUPATI TEI'ITANO PEI'IYELENGGARAAN

PELAYANAN INFPRMASI PUBLIK PEMERINTAH
XABUPATEN BATANG

Menetaokan :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Passl 1

Dalam Peraturar Bupati ini yang dinaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Baiarg.

2. Pemerint h Daerah adala.h Bupati dan Perangkat Daera]l seba'gai unsur
penyelenggaia pemerintahan daerah.

3. Bupati adalalr Bupati Batang,

4. lnformasi adalah keterangan, p€rnyataar, gagasaa, da:: tarda-tarda yang

urenga:rdr::tg nilai, makna dart p.sea, Uait< data, falta maupun penjelasannya
ytu"; dapai dillhat, didencff dan dibaes, vang diiajil(a dalem berbagai
iierr.as"rt dan fomat sesuai dengan perkembangan tekrologi informasi da.rr

komunikasi secara elektronik maupun non elekEonik.

5. lnforoasi Publik adalah informasi yang dihasllkan, dlsimpan, dJkelola, dikiri:rr,

dan/atau diterlma oleh suatu Badan Publik yaflg berkaital dengan

penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelengg-ara. dar
penyelenllaraan Badan- Publik la'innya yang sesuai -dengan 

peraturan

i""i-arrrg-l.-aangan serta infomrasi lair yang berkaitan dengal kepertingan
publik.

6. Badal Publik ada.lah lembaga eksekutif, legislatif dan badan lain yaflg fungsi
dan tugas pokotmya berkaitan dengan penyelenggaraan Negaia, ysng sebagran

"t"" "-"fr-irtl 
daaanya bersumbei aaii enggsran PendaPatan dan Belanja

Negara dal/atau alrgg"to1 PendaPatar Belalja Daerah, su-Ebarlgal1

masyara-kat. dan/alau luar negeri.

7. Pejabat Pengelola InJormasi da:r Dokumentasi yang selaajutaya disingkat PPID

aaafal pejabat yang bertaaggungjawab dibidalg Penyimpanan'
pendqkurneo.-tasian, penyrdiaall dan/atau pelayanaa inJor:::asi di Badan Publik
darr be.tanggungjap'ab largsung kepada atasan PPID.

8. Atasan PPID ada]ah Pejabat yar1g merupakaa atasa! langsung pejabat yang
bersangkutarl dan atau atasan daJi atasan lan8sung pejabat yang

bersanglnltall.
9. DaJtsr InJor.masi adalah catatar yerrg berisi keterangan secara sistenatis

t€ntang inJormasi publik yang berada di bavuh penguasaan Badan Publik.

10. Uji konsekuensi ada.lah pertinbangaa dengan seksama daa penuh ketelitier
tentalg dampa]! atau a-Libat ya.Irg timbul apabila suatu' hforeasi dibuka dan
adanya kepentingan publik yang lebih besar yang harus diliadr:ng! dengart
menutup suatu informasi publ-ik.

11. Pemohon informasi publik adalah warga Negsra dsrl atau badan hukum
Ifldonesia yang mengajul<ar perroohonan inlormasi publik sebagai.roana diatur
dalam U:rda:rg-61dang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi



1-2, Orang ada]a-h oral]g perorargan, kelompok orang,- badai hukuo atau badall-- 
;;b1ji ..u-^guitnr"^" ai-^t."? J'r" unaa4-uiaatng Nomor 14 tahun 2008

ie4ta:rg Xeterbu],uan lofornrasi Publik' '
BAB I1

TUJUAN

Pasal 2

Tuiuan ditetapkannya Peraturan BuPati il1i adalah . sebagai Fcdoman bagi

;;f;;#ffi;;J" er,r"g alam p'n1'etenaaraan pelavanan inJormasi kepada

masyaralat pengluna informasi. 
passl B

Pelayanan Informasi Publ-ik dilal<sa:rakan denga:r prinsip mudah' cepat' tepat

wa-kir, biaya ringan dan dengan cara sederhana'

BAB III
KELEMBAGAAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

l1l PPID ditunjuk dan CJa:rgkat oleh Bupati'

{2) PPID ditunjuk dan drargkat dari pejabat sL'uktual atau pejabat lai:r yang

membidangi informasi Publik
(3) PPID d.ibanhr oleh PPID Pembantu dan PPID pelaksana yang b€rada di

lin gkungan Pemerin ta-h Daerai'

r41 PPID dibartu o'leh peiabat firngsional ullluE atau Pejabat fungBional tertentu

'',.i,"e o*d,; ; Li;";i";;; i ;;fu ; doln:mentasi, komunikasi' d an inrormasi'

Pasa.l 5

(1) Stru.kt-ur organisasi PPID terdiri dari :

a, Atasan PPID;
b. Wakil Atasan PPIDi
c. PPID;
d. Wakil PPID;
e. Sekretaris PPID;
f. PPID Pembann:;
g. PPID Pelaksana.

(21Da1am ranska pelaksa:raan pelayanaa infomasi dengan PPID Pembantu' PPID
'-' F"r.t*i^ -a"tiauu e.lubai FuneFional yarrg henjadi -cekupan kerja dan

;p.*;i""rri;; tugas al:r kewenaigaraya, secara administ-atiJ PPID dibanfir

Sekretariat PPID.

(3) Selcetsriat PPID sebagain1ana dir!6-k8ud pada ayat (2) dipiapin sekretads

dibarltu oleh beberapa bidan8 yang terdiri dad :

a. Bida-ng Pengkaji; Hul''um dan Standarisasi InJormasi Publikl
b. Bida:rg Pengumpular dan Analisa Data;
c. Bidart PuUt Dita, Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e. Bidaag Umum, Pelayanal Informasi dan Arsip.

{4) Bagan Tata kerja antzra PPID dengan PPID Pembantu, PPID Pelaksana daiam



rargka mengeiola Pelayanar informasi dan dokuoentasi di lingkungal1

Pem-erintah, iUag^i"i*i dimaksud pade ayat (1) dan ayat (2) tercsrtum dalam

Lq.lpirca yarc mirupakar bagiaa tidek terpisahkan dari Peratulan Bupati i:ri'
Pasal 6

(1) P?lD, mD Pembartu dan PPID Pelaksana dibenhrk untuk mengelola pelayallan' ' 
informasi da:r dokumentasi di lingkungal Pemerinta-h Daerah'

/rzr bpro. PPID Pemb lm dan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
' '-) i"l"it pada pejabat str-uktura.l ya:rg membidurgi tugas dalr fungsi pelayana:r

inforutasi,

(3) PPID bertan8gulg j awab kepada Bupad

Pasa-l 7
PPID beftugas i

a. mengkoordi.nasikar dan mengkonsolidasikan pengr:mpr:tan bahsn inJormasi dan

doki:oeotasi dari PPID Pembs-ntu dsn/ atau PPID Pelslsana;
b. menyimpal, mendokumentasikan. menyediakan dan memberi pclayanan

hJormasi kepada pubLik;
c. melakukan verifikasi bahan i:rformasi publik;
d. melakukal uji koneekuensi atas informasi yalg dikecualikaa
e. nelakukan pimutakhiran informasi den dokumentasi; dart
f. menyediakar informasi da:r dokumentasi unhrk diatses oleh masyarakat'

Pasel 8

D.12m rEigka meiaksanakal tugas sebagaimana dimaksud delam Pasal 7' PPID

beiwenang: '

a. mbnolak memberikan hforrnasi yalg dikecualikan sesuai dengaa ketentuan
peratu-ran perundan g-undangan;

b. keminta dan memp-eroleh informasi dari urlit kerje/komponen/ satuan ke{a
yang menjadi cakupa:r kerja-nya;

". iren-gtooiai"asikaa pembirian pelayanarr iaformasi deflgan PPID Pembantu,

PPID Pcla&€a4A dan/ ata,J eejauat FungsioleJ vang merdeCi sakHpen *eljatlya; .
d. menentukan atau menetapkan suatu in{ormasi dapat/ tida}orya diakses oleh

publik; dar:
e. llertugaBkffr PPID Pembarltu, PPID Pe18]{88na dafl/ atau Pejabat FuttgBional

untuk-roembuat, mengumpulkan, serta memelihara inJormasi dan dokumentasi
r:atuk kebutuhan orga-rlisasi.

Pasal 9

(1) PPID . Pembantu den/ atau PPID Pela}s€na bertugas membantu PPiD
melaksaukan ketentuan sebagaimana dimaksud da.lsm Pase1 6 dan Pasal 7.

{2) PPID Pembartu dan/ atau PPID Pelal<s$ra menyarBpaikar inforroasi da:r
dqLri!]cnlaai kepada PPID secala b€r&4la dan scsuar kebutuhar.



{1)

l2l

BAB IV
PEI.{YANAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Urqum

Pasal 10

Badan Publik wajib mengumum.kal informasi yang wajib diumumkan secara

b€rkala sesuai denga:r pengkategorian in-foroasi.

PPID wajib meEenuhi hak seb4ga.imana dirne.keud pada aya.t (1) nielal. qi :

a. penSumumsn;
b. permohonaninformasi.

Bagian Kedua
Informasi Publik yaag Bersjfat Terbula

Pass.l 1 1

Infonaasi PubLik yaog bersifat terbuka ierd.iri dari:
a. inlormasi yang wajib disediakan dan dir::nr:mkan secara berkaJa;
b. informasi yarg wajib diurr''r.:m1<an secal'a serta merta;
e. iniorr a.si y6ng wa"jib te$edia sedap saat.

{1)

Bagiai Ketiga
Peiayanan info(oasi Melalui Pengumumal

Pasal 12

Perguxouroan sebagaimaaa di:aal<sud daler Paaal 10 ayat (2) hr'rruf a dapat
menggura-ka.n website dan/ atau papan penguErunai y8-ng mudah dielses oieh
m asyarakat.

Dalam ha-1 PPID menriliki situs web resmi, wajib memasu-kkan inJomasi ke
da.tam situs rgeb dengan cara yang mudah dialcses oleh masyaratat.

Bagian Keempat
Tata cara Permohonan lnformasi Pub[k

Pasal 13

Setiap pemohon iaJormasi dapat mengajukan permohonan informasi secara tertulis
atau tidak tertuijs kepada PPID.

Pasa.l 14

(1) Tata cara permohonan idormasi publik secera tertulis sebagaimena dimaksud
pada Pasal 13, sebagai berilort :

a. pemohon informasi mengajukal melalui surat permohonan resmi yang

12)



berisi sesuai dengan format peEfohonan irformasi publik dilengkapi dengan
foto copi KTP alau idenritas diri lain:rya:

b, PPID menenr-n-a permohooa:r iaforrgasi pubtk;
c. da.lam hal permohonan lida-k lengkap, PPID dapat meminta kepada pemohon

untu.k melengka pi;
d. PPID melakukan pencatatai dengan lormulir permohoflal in{ormaei publik

da-lam ra-ngkap dua;
e. PPID roemberikan langkap kesatu isiain forEulir

sebagai tanda tedma kepada pemohonl
permohonarr informasi

(2) Tata cara permohonan informasi publik secara tidal( tertu-lis sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13, sebaga.i berikut :

a. pemohon idormasi mengajukaa p€rmohonan ir:forrnasi publik dengar
melengkapi dengar foto copi liTP atau identitas diri laimya;

b. melakukaa pencatat€rl dengan formulir permohonan infofinasi publik dalam
.angkap duai

c. PPID memberika:r mngkap kesatu isian formulir' pemohonan informasi
sebagai tanda terima kepada pemohon;

d. PPID wajib menyedial<an formulir permohonan ir:formasi pubLik
sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan
Elel-alura4 prenrodarg-uadansa:r,

e. biaya perolehan saliran dan/atau pengiriman idormasi publik apabila
dibutuhkal dibebankan kepada pemohon in-forrnasi publik.

Pasai 15

(1) PP1D wajib member}a:r pemberitahuan tertulis selamhat-ianhafilya 10 hari
kerja sejak permohona:r sebagaima::a pada Pasal 14 ayat (1) da:l ayat (2).

{2) Peulberitaiuan sebagaimarra pada ayat (1), roeliputi permirrtaan iaformasi
diterima, ditola& atau perpaljanga:r wektu permohonarr diterima atau ditolak.

Perpa:rjaigan 1l/a-Ltu selambat-iambatlrya 7 hai kerja seja! tarlggapan pertama
diberikan, PPID memberitahutaa secara tertulis pennintaan inJormasi diterima
alaU ditsl4k.

Dalr.a hat permohonan idormasi ditolak, pemohon dapat mengaju.kan
keberataa kepada atasan PPID, dengen masa kadaluwarsa 14 (emPat belas) hari
1..-^

(3)

(4)

(5) Atasan PPID da.lam kurun waktu 30 hari kerja untuk memberitan taaggapal.

(6) Apabila pemohon tidat puas denga! tanggapan atasan PPID, peEaohon dapat
mengaju&an sengket2 ke Komisi Informasi.

(7) Jika sals-h satu pihal yarlg bersengketa informasi tidal puas dengar keputusan
Komisi lniormasi, dapat melal<ukan bandiag ke Pengadilar Tata Usaha Negara
daa Mahkama-h Agung sebagai upaya terakhir.



Bagian Kelima
Tata Cara Penyampaian lnJormasi Publik

Pasal 16

Peflyaopaiar! inloroasi publik &pat dllaktikan daLam bentuk :

a. langsung:

c. pos;
d. fa-ximili;
e. e-mail
f. intemet dan;
g. al<ses informasi melalui teknologi infon:rasi dan komr:nikasi laianya,

BAB V
PEMBIAYAAN

Pass.l 17

Biaya penyelenggaraan peiayanan j:rformasi publik dibeba::-kan pada Ar:ggara:r
Pendapatsn dan Bela:rja Daelah Kabupaten Batsng, kecuali biaya sebagaimana
dimaksud dala:r Pa$l 14 ayat {2) huflrfe.

BAI} VI
KOORDINASI, MOMTORING, EVATUASI, DAN PELAPOMN

Bagian Kesatu
Koordilasi

Pasal 18

i1) PPID belwenang mengloordinasikan penyediaan dan pelayalan informasi
publik yang dapat diakses oleh publik melalui pengumumar dsn/atau
permohonan di setiap satuan keda di thgkuagan Pemerintah Daerah.

(2) Dalam hal kewajiban mengum'.rmka:r. informasi publik sebagaimara dimaksud
pada ayat (1), PPID yang berwenang mengkoordinasikan:
a. pengrxnuman informasi publik r-nela.lul media yang secara efektif dapat

menjangkau pelayara-n irformasi publik;
b. penyampaial infdrmasi pubLi! ddarn baiasa Indonesia yang sederhala dan

roudah dipahami 6erta mempertimba-ngkar penggunasn bahasa loka1 yan{
dipalai oleh penduduk setempal

(3) Dalam ha-l adanya permohonan hforrrasi publik sebagaimala dima-ksud pada
ayat (1), PPID yang berwenang mengkoordirasikan:
a- pemberian informasi publik yang dapat dislses oleh publik unluk memenuhi

peroohonan informasi publik;
b. fasilitasi pengujiar tentarg konselalensi yang timbul sebelum denyat l<an

idolraasi publik te.tentu dikecualikq.U
c. pengembangan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas ir:fororasi

publik dalam raagka peningka.tal kualitas lapran inforu.rasi publik.



(4) Dalam ha1 terdapat penolaka:: keberata! atas penyediarr dan pelayanaa
il]iormasi publik, PPID yarg berv/enarg mengkoordrnasila-n dan memastikal
a€ar pengajuan keberatsn diproses berdasarkan prosedr:r penyelesaia:r
kebelatan,

Bagian Kedua
Monitorhgdan Eva.luasi

Pasal 19

PPID mels-lnrkan modtoring dal evaluasi penyelengge-raan pelayanan informasi
pubuk yang dilakulm oleh PPID Pembantu dan PPID Pelal<sana.

Bagian Ketiga
Pelapora:T

. Pesal 20

(1) Hasil koord.inasi, moniioring den evaluasi sebagaimana dimaksud dalern pesal

19, dilaporkaa kepada Bupati sekuraag-lo:ralgnya setahua sekali.

{2) Laporan sebagaima:ra dimaksud pada ayat (1) disampaikan pa-ting laabat 3 (tiga)
bular setelEh tahur allggararl bcra.ktrir.

BA3 IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peratu.ran Bupati il1i mulai b€rlal<u pada tangga-l dir:nda-'rgkan.
Age-r setiap orang mengetahuiaya, memerintahkar pengr:adaagan Peraturar Bupati
Batang ini dengan penempatannya dalEm Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 6 Aeusr u 3 2013

Dirmdaagkan di Batang
pada tajfggal A IGU1T u s 2013

S ekrets-ris-Daerai
IGbup6ten Ba\ag.

BERITA DAEMH (ABUPATEN BATANG TAHUN 20 13 NOMOR 3 q
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